
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tidore Kepulauan tentang Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);



4.

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP

BAB   I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.
4. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu

rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang

selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang tidak berdampak  penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup,
yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di
luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

7. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

8. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk
melakukan usaha dan/atau kegiatan.



BAB   II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dasar bagi
Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam menetapkan kriteria setiap
jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan.

Pasal 3

(1) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menentukan jenis dokumen
lingkungan yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang
akan dilakukan.

BAB   III
UKL-UPL

Pasal 4

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib
memiliki UKL-UPL.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat
SPPL.

Pasal 5

(1) Dokumen UKL-UPL adalah salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam
mengajukan izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan
persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.

(4) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan oleh
Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya

Pasal 6

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL
meliputi: bidang pertanahan, pertanian, kesehatan, perikanan, kehutanan, pekerjaan
umum, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, perindustrian, perdangangan,
pariwisata dan kebudayaan pengolahan limbah B3 dan pendidikan, sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



BAB IV
PENYUSUNAN UKL-UPL

Pasal 7

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa
pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib sesuai dengan rencana tata.

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana
tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada
Pemrakarsa.

Pasal 8

(1) Penyusunan UKL – UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan
melalui pengisian formulir dengan format yang ditentukan oleh Menteri.

(2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. identitas pemrakarsa;
b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen/izin mengenai
dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup sebelum berlakunya
Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan, dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan
Peraturan ini paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya
Peraturan Walikota ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tidore
Kepulauan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta
Surat Kesanggupan Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan  di  Tidore
pada tanggal 2 Juni 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 422.


